
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MANTAN PEGAWAI BANK
ATAS PEMBUKAAN RAHASIA BANK

TESIS

OLEH

Muhammad Utsman Mubarok

22102022001

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2023



iii



ABSTRAK

Hubungan hukum yang terjalin antara Bank dengan nasabah penyimpan
adalah hubungan hukum secara kontraktual atau dengan kata lain hubungan
perjanjian yang menimbulkan sebab akibat berupa hak dan kewajiban. Salah satu
kewajiban perbankan ialah menjaga data-data nasabah yang disebut dengan
Rahasia Bank, dan salah satu bagian yang harus menjaga Rahasia Bank adalah
karyawan, namun apabila terjadi pemutusan hubungan kerja apakah pekerja bank
tetap diwajibkan menjaga Rahasia perbankan.

Rumusan Masalah Bagaimana kewenangan dan tugas pegawai bank dalam
menjaga kerahasiaan bank dan Bagaimana tanggung jawab hukum mantan
pegawai bank dalam menjaga kerahasiaan bank dalam konteks hukum perdata.

Dalam penulisan Tesis ini Peneliti menggunakan metode penelitian
normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan hukum yang terjalin
antara Bank dengan Nasabah adalah hubungan hukum kontraktual yang pada
akhirnya mengikat pekerja didalamnya untuk turut serta menangung kewajiban
menjaga rahasia perbankan. Kewajiban ini di tegaskan dalam undang-undang
perbankan nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa salah satu yang harus
menjaga rahasia perbankan adalah Pekerja Bank. Namun terkait dengan mantan
pegawai bank terdapat penemuan yang menurut peneliti dapat membantu
kemajuan hukum perbankan di Indonesia dikarenakan undang-undang perbankan
Indonesia belum sama sekali mengatur kewajiban mantan pekerja bank dalam
menjaga rahasia perbankan yang diketahui oleh mantan pekerja tersebut.

Pada akhirnya terdapat kekosongan hukum pengaturan Rahasia Bank
kepada pekerja perbankan, namun hal ini semerta-merta tidak dapat
menghindarkan kewajiban daripada mantan pegawai bank tersebut, meskipun
tidak diatur dalam undang-undang perbankan apabila terdapat pembocoran rahasia
bank, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut secara perdata atas kerugian
yang diderita oleh Nasabah. Kondisi demikian tentunya akan menciptakan
berbagai kerugian, Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pengaturan kewajiban
penjagaan rahasia bank oleh mantan pegawai maupun pihak yang berkaitan demi
melindungi kepentingan nasabah, badan usaha perbankan dan kepentingan umum,
sebagaimana ketentuan menjaga kerahasiaan bank oleh mantan pegawai bank
pada negara swiss dan singapura.
Kata Kunci: Bank, Rahasia Bank Dan Pekerja



ABSTRACT

The legal relationship that exists between the Bank and the depositor is a
contractual legal relationship or in other words an agreement relationship that
gives rise to causes and effects in the form of rights and obligations. One of the
obligations of banking is to protect customer data, which is called Bank Secrets,
and one of the parts that must protect Bank Secrets are employees, but if there is
termination of employment, are bank employees still required to maintain banking
secrets.

Problem Formulation What are the authorities and duties of bank
employees in maintaining bank secrecy and what are the legal responsibilities of
former bank employees in maintaining bank secrecy in the context of civil law.
In writing this thesis researchers used normative research methods. The results of
the study show that the legal relationship that exists between the Bank and the
customer is a contractual legal relationship which ultimately binds the employees
in it to participate in the obligation to protect banking secrets. This obligation is
emphasized in banking law number 10 of 1998 which states that one of those who
must maintain banking secrets is a bank worker. However, related to former bank
employees, there are findings which according to researchers can help advance
banking law in Indonesia because Indonesian banking law does not at all regulate
the obligations of former bank employees to safeguard banking secrets that are
known to these former workers.

In the end, there is a legal vacuum for regulating bank secrecy for banking
workers, but this cannot immediately avoid the obligations of the former bank
employee, even though it is not regulated in banking law if there is a leak of bank
secrets, the injured party can sue for losses suffered by the Customer. Such
conditions will certainly create various losses. Therefore, it is necessary to
regulate bank secrecy obligations by former employees and related parties in
order to protect the interests of customers, banking business entities and the
public interest, as are provisions for maintaining bank secrecy by former bank
employees in Switzerland. and singapore.
Key Words: Bank, Bank Secret And Workers
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara sudah menjadi

pengetahuan umum bahwa bank adalah lembaga yang mampu dan dipercaya

untuk menyelenggarakan urusan tersebut. Seiring kegiatan ekonomi yang

melewati batas-batas negara (cross border) bank telah bertransformasi sebagai

aktor sistem keuangan dan pembayaran dunia. Mengingat tugas dan fungsi yang

begitu besar dan berdampak tersebut, pelaksanaan perbankan memerlukan sebuah

izin oleh otoritas moneter suatu negara demi menjamin stabilitas dan kemajuan

perekonomian, oleh karenanya bank telah menjadi "milik" masyarakat yang

keberadaannya tidak hanya wajib dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri dan

organ lain pada bank tersebut, lebih dari itu diperlukan adanya perhatian

masyarakat nasional dan global.1

Perkembangan bank baik secara langsung maupun tidak langsung akan

mempengaruhi berbagai sektor perekonomiannya seperti pangan, perumahan,

transportasi hingga kebutuhan sehari-hari. Tugas utama bank berdasarkan Pasal 1

Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya

dalam rangka meningkatkan tarif hidup orang banyak. Dari definisi hukum positif

1 Sutan Remy Sjahdeini, “Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia”, (Jakarta: Grafiti, 1999), h. 7-8.
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tersebut tersirat bahwa bank memiliki beberapa fungsi seperti agent of

development, agent of services dan agent of trust.2.

Fungsi Agent of development pada bank ialah lembaga yang ikut dalam

usaha pembangunan nasional, dengan adanya visi peningkatan taraf hidup

masyarakat menyebabkan segala transaksi perbankan diharapkan mampu

mempebaiki kondisi ekonomi masyarakat. Dilain pihak bank sebagai pelayan

masyarakat (agent of service), produk-produk yang ditawarkan industri perbankan

kepada masyarakat adalah jasa pelayanan antara lain deposito, tabungan, kredit,

pembayaran, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan kemajuan zaman. Terahir

bank sebagai Agent of trust yakni bank harus memperhatikan kepercayaan

masyarakat dalam berkegiatan perbankan.3

Kepercayaan suatu bank disatu sisi adalah sebab kegiatan perbankan

memerlukan izin dari penguasa moneter untuk mengumpulkan dana dari

masyarakat, karena baik perseorangan maupun badan hukum tidak boleh

sembarangan melakukan kegiatan perbankan sehingga pelanggaran terhadap

tersebut dapat berujung pada pemidanaan.4 Bank adalah suatu lembaga yang

eksistensinya tergantung pada kepercayaan dari para nasabah, kepercayaan dari

para nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh

karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang

telah maupun yang akan menyimpan dananya, terpelihara dengan baik dalam

tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan

2 Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, “Bank dan Lembaga Keuangan Lain”, (Jakarta:
Salemba Empat, 2006), h. 12.

3 Rifka Regar, Dkk. “Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah:
Studi Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Manado”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 4 No. 4
(2016),h. 4.

4 Alvi Syarin, Dkk, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Perbankan”, USU Law
Journal, Vol. 2 No. 3 (2014), h. 226.
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sistem pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari

sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank

merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya

kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat

banyak.5

Menurut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi secara signifikan

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Beberapa diantaranya yaitu:

Pertama, Integritas pengurus, Kedua, Kesehatan bank yang bersangkutan, Ketiga,

Pengetahuan dan Kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan

manajerial maupun pengetahuan dan  kemampuan teknis perbankan, Keempat,

Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.6

Elemen kepercayaan terhadap bank dalam bentuk kepatuhan bank terhadap

kewajiban menjaga kerahasian dimaknai sebagai kemampuan dalam

penyelenggaraan kegiatan perbankan agar dipercaya oleh nasabah yang

menyimpan dananya pada bank tersebut pada urusan menghindari adanya

pembukaan informasi simpanan nasabah serta identitas nasabah tersebut kepada

pihak lain tanpa persetujuan nasabah. Oleh karenanya, perlu adanya pengaturan

terkait rahasia bank melalui instrumen hukum publik yang dinilai lebih menjamin

kerahasiaan informasi nasabah dibanding hanya sekedar menggunakan instrumen

kontraktual (hukum privat) agar ketaatan terhadap menjaga kerahasiaan bank

dilakukan secara konsisten.7

5 Andi Persada Putera, “Prinsip Kepercayaan sebagai Fondasi Utama Kegiatan
Perbankan”, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 3 No. 1 (2020), h. 132.

6 Muhammad Djumhana, “Hukum Perbankan di Indonesia”, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2006), h. 168.

7 Fika Nofi, Dkk. “Upaya Bank dalam Menjaga Rahasia Bank sebagai Wujud
Perlindungan Hukum terhadap Nasabah”, Diponogoro Law Review, Vol. 5 No. 2 (2016), h. 4-5.
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Kerahasian informasi merupakan salah satu titik sentral dalam kegiatan

perbankan yang menghubungkan pihak bank dan nasabah. Pada konteks demikian

menimbulkan konsekuensi logis dimana nasabah hanya akan menitipkan uangnya

kepada bank yang dipercaya dapat menjamin kepentingan pribadinya,8 sehingga

nasabah akan berupaya untuk beralih kepada bank yang memiliki kondisi adanya

jaminan bahwa informasi simpanan, penyimpan, dan keterangan lainnya yang

berkaitan, tidak akan disalahgunakan oleh pihak bank itu sendiri maupun pihak

lainnya.9

Peran serta pertumbuhan bank di Indonesia memiliki dampak yang sangat

vital bagi kebutuhan perekonomian masyarakat.10 Hal ini dapat kita lihat dari

banyaknya jumlah sumber dana bank di indonesia sampai Juli 2021 yang dilansir

oleh OJK,11 yaitu Bank Umum (common bank) memiliki dana sebesar

7,593,091,000,000,000,00,- (tujuh kuadriliun lima ratus sembilan puluh tiga

triliun sembilan puluh satu miliar rupiah); dan Bank Pengkreditan Rakyat (Rural

Bank) memiliki dana sebesar 132, 513,000,000,000,00,- (seratus tiga puluh dua

triliun lima ratus tiga belas miliar rupiah), yang dimana jumlah sumber dana bank

sebagian besar berasal dari masyarakat baik rekening maupun giro.12 Dana

tersebut selaras dengan tingginya jumlah bank di Indonesia sampai pada Juli 2021

yaitu Bank Umum sebanyak 107 dan Bank Pengkreditan Rakyat sebanyak 1, 457.

Masifnya bank serta tingginya dana yang tersimpan menunjukan bahwa bank

8 Fitria Dewi Nafisa “Makna Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian
Asuransi”, (Malang: Tesis Universitas Islam Malang, 2020), h. 2.

9 Muhammad Djumhana, “Rahasia Bank”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h.111-
112.

10 Nafisa, op. cit, h. 3.
11 Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Indonesia”, Otoritas Jasa Keuangan

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Vol. 19 No. 8 (2021), hlm 2.
12 Faisal Afif, “strategi dan operasional bank”, (Bandung: Eresco, 2006), h. 25.
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adalah salah satu faktor pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang keberadaannya

harus diatur secara baik.

Sayangnya, perkembangan dan pertumbuhan bank di Indonesia tidaklah

selalu berjalan tanpa masalah. Terbukti adanya temuan praktik penjualan data

nasabah bank yang dilakukan oleh mantan pegawai jasa keuangan terjadi dalam

dua tahun terakhir, keterlibatan pihak terutama berasal dari mereka yang memiliki

akses ke database, berdasarkan bukti pada tahap investigasi OJK diketemukan

adanya penjualan data nasabah yang dilakukan baik secara offline maupun

online.13

Fakta sosiologis tersebut menunjukan adanya potensi kerusakan ekonomi

melalui institusi perbankan yang dilakukan secara tidak baik, terlebih melihat

perkembangan dan pertumbuhan bank yang sedang masif di Indonesia, hal ini

dapat berakibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank di

Indonesia. Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban moral dan hukum bagi

seluruh organ maupun pihak terafiliasi perbankan untuk menjaga kerahasiaan

bank.14

Namun hingga saat ini, pengaturan terkait kewajiban menjaga rahasia bank

oleh mantan pegawai bank belumlah diatur oleh sistem hukum positif. Padahal

berdasarkan uraian sebelumnya eksistensi bank bergantung pada kepercayaan

masyarakat, sehingga krisis kepercayaan tersebut pada akhirnya akan

mempengaruhi lembaga bank lain, dan sistem keuangan serta pembayaran

13 Putri Adityowati, “Penjualan Data Nasabah, OJK Temukan Keterlibatan Eks Pegawai
Bank”, Tempo diakses pada tanggal 19 Oktober 2021
https://bisnis.tempo.co/read/903010/penjualan-data-nasabah-ojk-temukan-keterlibatan-eks-
pegawai-bank/full&view=ok

14 Reviyansyah J. Dien, “Rahasia Bank dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah (UU No.21
Tahun 2008”, Lex Privatum, Vol. 5 No. 8 (2018), h. 132.
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nasional. Hal ini pernah terjadi pada periode tahun 1929-1933 ketika kurang lebih

9000 bank di Amerika Serikat atau kurang lebih setengah dari jumlah bank pada

saat itu gulung tikar atas kejadian krisis kepercayaan tersebut.15

Fenomena penyebarluasan rahasia bank oleh mantan karyawan tentu dapat

dimaknai sebagai pelanggaran terhadap prinsip kepercayaan perbankan. Padahal

kepercayaan menjadi esensi utama pelaksanaan lembaga keuangan seperti bank,

yang dimana dalam kegiatannya bank didukung oleh adanya nasabah yang telah

memberikan kepercayaannya untuk melakukan berbagai transaksi. Melihat

tingginya perkembangan serta pertumbuhan bank di Indonesia, fenomena tersebut

dapat berpotensi merusak pembangunan nasional. Pada konteks inilah negara

seharusnya hadir agar data dan informasi dijaga secara baik oleh bank dan pihak

lainnya terhadap nasabah, sehingga menjaga sikap loyal masyarakat pada institusi

bank. Sehingga dari beberapa kasus dan fenomena tersebut, perlunya penelitian

lebih lanjut terkait dengan “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MANTAN

PEGAWAI BANK ATAS PEMBUKAAN RAHASIA BANK” yang akan

dikaji melalui penelitian ini lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah?

2. Bagaimana kewenangan dan tugas pegawai bank dalam menjaga

kerahasiaan bank?

3. Bagaimana tanggung jawab hukum mantan pegawai bank dalam menjaga

kerahasiaan bank dalam konteks hukum perdata?

15 Windy Arista, “Rahasia Bank dalam Perkara Perdata antara Bank dan Pihak Ketiga
Bukan Nasabah yang Menyangkut Simpanan Nasabah”, Disiplin Vol. 21 No. 08 (2015), h. 19.
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C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah

2. Untuk menganalisis kewenangan dan tugas pegawai bank dalam menjaga

kerahasiaan bank

3. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum mantan pegawai bank dalam

menjaga kerahasiaan bank

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari tesis yang peneliti buat ini adalah

sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk perkembangan di

bidang Ilmu Hukum, khususnya dibidang hukum perbankan dan

kaitannya dengan hukum ketenagakerjaan.

b. Hasil penelitian ini diharap dapat memperkaya khazanah ilmu

khususnya dibidang hukum perdata, hukum perbankan, hukum

ketenagakerjaan dan kajian terkait dengan rahasia bank agar tetap

dapat relevan dengan perkembangan zaman.

c. Sebagai bahan Pustaka khususnya untuk perpustakaan program

pascasarjana Universitas Islam Malang.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat praktis penelitian ini adalah untuk menegaskan dan

memberikan solusi bagi kekosongan hukum dibidang rahasia

perbankan dan keterkaitannya dengan hukum ketenagakerjaan
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b. Sebagai sarana pengkajian ulang rahasia perbankan agar dapat

mengatasi permasalahan-permasalahan yang serupa kerap kali timbul

didalam lalu lintas ketenagakerjaan dan perbankan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ingin diangkat penulis adalah Tangungjawab Hukum

Mantan Pegawai Bank atas Kebocoran Rahasia Bank.

Adapun Penelitian Terdahulu yang menurut penulis mendekati

pembahasan yang penulis angkat terdapat 2 (dua) judul, yaitu Pertama

“Pelaksanaan Peraturan Rahasia Bank Menurut Undang-undang No.10 Tahun

1998 Tentang Perbankan di Indonesia” yang diangkat oleh Mahasiswi Rita

Susanti S.H. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang,

Indonesia

Kedua “Tanggungjawab Bank Atas Pelanggaran Prinsip Kerahasiaan oleh

Pegawai Bank Sebagai Perbuatan Melawan Hukum” yang diangkat oleh

Adhitya RH Simanjuntak Mahasiswa pascasarjana Universitas Kristen

Indonesia Magister Hukum, Jakarta Timur – Indonesia.

Dari tulisan yang terdahulu sudah pernah dilakukan peneliti lainnya

tersebut dengan tegas peneliti dalam hal ini menyatakan bahwa penelitian

yang penulis lakukan adalah asli dan dapat dipertangungjawabkan, penulispun

telah membandingkan dengan penelitian terdahulu dengan penelusuran

melalui media elektronik berupa internet yang membahas tentang rahasia

perbankan dan hubungannya dengan ketenagakerjaan. Adapun penelitian yang
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mendekati kemiripan dengan penulis telah penulis bandingan melalui tabel 1.1

antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1
Keterangan Penelitian 1 Penelitian

Penulis

Perbandingan Catatan

Nama

Penelitian

dan

Lembaga

Rita Susanti S.H.

Mahasiswi

Fakultas Hukum

Universitas

Diponegoro

Semarang,

Indonesia.

Muhammad

Utsman

Mubarok

Mahasiswa

Fakultas

Hukum

Pascasarjana

Universitas

Islam Malang

2022.

Judul Pelaksanaan

Peraturan Rahasia

Bank Menurut

Undang-undang

No.10 Tahun 1998

Tentang

Perbankan di

Indonesia.

Tangungjawab

Hukum

Mantan

Pegawai Bank

atas

Kebocoran

Rahasia Bank

Peneliti

menitikberatkan

pembahasan

terkait dengan

mantan

pegawai bank

yang

melakukan

pembocoran

rahasia bank

karena

kedudukannya

sebagai tenaga

kerja yang

sudah

dilakukan
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pemutusan

hubungan kerja,

apakah

kedudukannya

dan

kewajibannya

masih tetap

harus

dilaksanakan

dalam menjaga

rahasia

perbankan.

Sedangkan

Peneliti

teredahulu

membahas

tentang hal

yang spesifik

yaitu penerapan

Rahasia

perbankan

sesuai dengan

ketentuan yang

berlaku di

Indonesia

berdasarkan

undang-undang

No.10 Tahun

1998 Tentang

Perbankan

Kesimpulan 1.Pelaksanaan
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peraturan Rahasia

Bank menurut

undang-undang

nomor 10 Tahun

1998 Tentang

Perbankan, Bahwa

perbankan di

Indonesia dalam

operasionalnya

tetap berpegang

teguh

melaksanakan

rahasia bank

sesuai dengan

ketentuan bank

dan Peraturan

Bank Indonesia

Nomor

2/19/PBI/2000

2.Dalam hal

terjadi benturan

kepentingan

umum dan

kepentingan

nasabah maka

ketentuan Undang-

undang perbankan

nomor 10 tahun

1998 harus

diberlakukan

secara wajib
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dengan membuka

hanya informasi-

informasi yang

diperlukan oleh

Aparat Penegak

Hukum.

Tabel 1.2
Keterangan Penelitian 2 Penelitian

Penulis

Perbandingan Catatan

Nama

Peneliti dan

Lembaga

Adhitya RH

Simanjuntak

Mahasiswa

pascasarjana

Universitas

Kristen Indonesia

Magister Hukum,

Jakarta Timur –

Indonesia.

Muhammad

Utsman

Mubarok

Mahasiswa

Fakultas

Hukum

Pascasarjana

Universitas

Islam Malang

2022.

Tanggungjawab

Bank Atas

Pelanggaran

Prinsip

Kerahasiaan oleh

Pegawai Bank

Sebagai

Perbuatan

Melawan Hukum

Tangungjawab

Hukum

Mantan

Pegawai Bank

atas

Kebocoran

Rahasia Bank

Peneliti

menitikberatkan

pembahasan

terkait dengan

mantan

pegawai bank

yang

melakukan

pembocoran

rahasia bank

karena

kedudukannya
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sebagai tenaga

kerja yang

sudah

dilakukan

pemutusan

hubungan kerja,

apakah

kedudukannya

dan

kewajibannya

masih tetap

harus

dilaksanakan

dalam menjaga

rahasia

perbankan.

Sedangkan

peneliti

terdahulu

membahas

tentang

tangungjawab

pegawai bank

yang

melakukan

pembocoran

rahasia

perbankan

dalam hal ini

terlihat

perbedaan
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kedudukan

yang sangat

jelas bahwa

kedudukan

hukum 2

penelitian

tersebut

berbeda yang

satu berada

pada statusnya

masih menjadi

tenagakerja

sedangkan

penelitian ini

kedudukannya

saat seseorang

telah tidak

menjadi

tenagakerja

Kesimpulan 1.Undang-

Undang

Perbankan

memberikan

perlindungan

kepada Nasabah

berdasarkan

prinsip

kerahasiaan, yang

berlaku pula bagi

pihak terafiliasi

dengan Bank

sebagaimana
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yang diatur di

dalam Pasal 40

ayat (2) Undang-

Undang Nomor

10 Tahun 1998

Tentang

Perbankan (UU

Perbankan).

Mengenai rahasia

Bank ini, Pasal 40

ayat (1)

UU Perbankan

telah mengatur

bahwa Bank

wajib

merahasiakan

keterangan.

Nasabah

penyimpan dan

simpanannya,

kecuali dalam

hal-hal tertentu.

Namun di

dalam prakteknya

masih banyak

ditemukan

penyalahgunaan

terkait dengan

data

dan keterangan-
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keterangan

nasabah yang

dilakukan oleh

pegawai Bank.

2.Penyalahgunaan

rahasia perbankan

oleh karyawan

bank pada

akhirnya akan

menghasilkan

beberapa

konsekuensi

hukum yang

timbul yang pada

akhirnya dapat

menjadi pilihan

bagi korban yang

terkena

penyalagunaan

tersebut dapat

melalui jalur

hukum perdata

dengan gugatan

Perbuatan

Melawan Hukum

(PMH) atau

mengambil

Langkah tegas

dengan

menempuh jalur

Hukum Pidana.
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F. Batasan Masalah

Batasan yang penulis angkat yaitu sebagai berikut:

1. Dari rumusan yang Pertama Bagaimana hak dan kewajiban hukum

hubungan antara bank dan nasabah maka peneliti dengan ini memberikan

Batasan bahwa hak dan kewajiban hukum yang timbul antara bank dengan

nasabah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

Tentang Perbankan

2. Sedangkan rumusan masalah yang Kedua kedudukan mantan pegawai

badan usaha perbankan dalam kewajiban menjaga rahasia bank dalam

permasalahan ini peneliti akan membahas kedudukan mantan pegawai

perbankan, dalam satu sisi memang pegawai sebagai pihak aflisiasi yang

harus menjaga rahasia perbankan, namun tidak ada ketentuan yang jelas

terbaik dengan mantan pegawai atau pegawai yang sudah dilakukan

pemutusan hubungan kerja oleh perbankan, bagaimana kewajiban dalam

menjaga rahasia perbankan tersebut. Peneliti membatasi pembahasan

rumusan masalah Kedua ini terbatas hanya pada konteks undang-undang

10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-undang 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan J.o Undang-undang 11 Tahun 2020 Tentang

Cipta Kerja.

3. Rumusan masalah yang Ketiga urgensi mantan pegawai badan usaha

perbankan menjaga rahasia bank, Ketika seseorang telah diputus hubungan

kerjanya maka sudah selesai hubungan hukum antara bank dengan tenaga
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kerja.  Pembahasan ini akan terfokus pada seberapa mendesak ketentuan

hukum yang mengatur secara spesifik terkait dengan mantan tenaga kerja

perbankan dan rahasia bank yang terkadung didalamnya.

G. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Rahasia Perbankan Absolut

Teori rahasia perbankan absolut adalah yaitu bank berkewajiban

menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan

usahanya dalam keadaan apapun. Semua keterangan mengenai nasabah

dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa

pengecualian dan pembatasan dengan alasan apapun dan oleh

siapapun, hal ini diterapkan di bank-bank Prancis yang tidak

memperbolehkan siapapun meskipun penegak hukum untuk membuka

rahasia perbankan yang disimpan oleh bank, sehingga hal ini juga

disebut rahasia perbankan yang mutlak.

Konsepsi demikian tidak dapat semerta-merta diartikan bahwa

keterangan terkait rahasia bank tertutup secara mutlak (absolut) dalam

keadaan apapun. Terdapat pengecualian pada beberapa kondisi dalam

akses informasi keuangan dalam bank di mana bank dapat memberikan

keterangan dan membuka informasi terkait data penyimpanan dan

simpanan nasabah dengan mengacu kepada peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

b. Rahasia Perbankan Relatif
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yaitu bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya untuk

suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara atau

kepentingan umum.

Teori rahasia bank bersifat nisbi dalam penerapannya akan

berdasarkan pada asas proporsional sebelum membuka informasi

rahasia bank. Asas proporsional menghendaki pertimbangan

kepentingan mana yang lebih berat yaitu tidak membuka rahasia yang

berarti menyimpan rahasia untuk kepentingan terbatas atau membuka

rahasia demi kepentingan negara. Indonesia dalam praktek dan aturan

menganut teori rahasia bank bersifat nisbi hal ini dapat dilihat dalam

UU Perbankan Indonesia yang mengecualikan rahasia bank untuk

kepentingan umum seperti:

1) Penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan

Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang

Negara (Pasal 41A ayat (1));

2) Peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42 ayat (1));

3) Perkara perdata antara bank dan nasabahnya (Pasal 43);

4) Tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44 ayat (1));

5) Permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang

dibuat secara tertulis (Pasal 44A ayat (1));

6) Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang

telah meninggal dunia (Pasal 44A ayat 2).

c. Pertangungjawaban Hukum
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Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  tanggung

jawab adalah  kewajiban  menanggung  segala  sesuatunya  bila  terjadi

apa-apa boleh  dituntut,  dipersalahkan,  dan  diperkarakan.  Dalam

kamus  hukum, tanggung    jawab    adalah    suatu    keseharusan

bagi    seseorang    untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan

kepadanya. Selanjutnya Pertanggung jawaban  harus  mempunyai

dasar,  yaitu  hal yang  menyebabkan  timbulnya  hak  hukum  bagi

seorang  untuk  menuntut orang  lain  sekaligus  berupa  hal  yang

melahirkan  kewajiban  hukum  orang lain  untuk  memberi

pertanggung jawabannya. Pertangungjawaban memiliki dasar yaitu hal

yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban hukum bagi

seseorang yang memberikan hak dan kewajiban hukum pada orang

lainya untuk memberi pertangungjawaban.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab

hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara

hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung

jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu

sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan Undang-

undang.16

Dalam konsep pertangungjawaban menurut han kelsen

dicontohkan sebagai berikut, Suatu akibat yang dianggap merugikan

oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja

oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan orang

16 Hans Kelsen terjemahan Rasul Mutaqien, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara,
(Bandung: PT. Raha Grafindo Persada Bakti, 2006) H. 81.
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lain. Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh

hukum disebut kekhilafan dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai

satu jenis dari kesalahan, walaupun tidak sekeras kesalahan yang

terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa

maksud jahat akibat yang membahayakan.

Hans Kelsen dalam teorinya membagi beberapa tangungjawab

yang terdiri dari:

a. Pertangungjawaban individu, yaitu seseorang individu yang

bertangungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

b. Pertangungjawaban kolektif, berarti bahwa seseorang individu

bertangungjawab atas pelanggaran yang dilakukan orang lain

karena masuk kedalam kelompok yang sama.

c. Pertangungjawaban berdasarkan keslahan yang berarti bahwa

seseorang individu bertangung jawab atas pelanggaran yang

dilakukan karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan

menimbulkan kerugian

d. Pertangungjawaban mutlak yang berarti bahwa seseorang harus

bertangungjawab atas pelanggara yang dilakukannya baik secara

sengaja maupun tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tangung jawab di istilahkan sebagai liability menunjuk pada

kesalahan dan tangungjawab hukum yaitu tangung gugat akibat

kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, dan menimbulkan

responsibility yang menunjukan pada perbuatan untuk

bertangungjawab dan mengembalikan seperti keadaan semula sebelum
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terjadinya suatu kesalahan. Teori tangungjawab lebih menekankan

pada makna tangung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan

perundang-undangan sehingga teori tangungjawab dimaknai sebagai

liability.17

Sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum

seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan

tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus dan

perbuatannya yang bertentangan dengan hukum.

Menurut abdulkadir muhamad teori tangungjawab dalam perbuatan

melanggar hukum (Tort Liability) dibagi menjadi beberapa teori

yaitu:18

a. Tangung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang

dilakukan dengan sengaja (Intertional tort liability) tergugat

harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga

merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang

dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

b. Tangung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang

dilakukan karena kelalaian (negligence tort

liability),didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault)

yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah

bercampur baur (Interminglend).

17 Hans Kelsen terjemahan Rasul Mutaqien, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara,
(Bandung: PT. Raha Grafindo Persada Bakti, 2006) H. 140

18 Abdul Kadir, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung:Citra Aditya Bhakti, 2010),
h.503
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c. Tangung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum

tanpa mempersoalkan kesalahan dari perbuatannya.

Menurut  Amad  Sudiro  teori tanggung  jawab  dibagi  menjadi  4

yaitu  tanggung  jawab  berdasarkan adanya unsur kesalahan,

berdasarkan praduga dan mutlak. Konsep pertangungjawaban

berdasarkan unsur kesalahan adalah seseorang harus melakukan

pertangungjawaban hukum berdasarkan kesalahan yang ia perbuat, hal

ini dipergunakan untuk mengembalikan hak hukum daripada subjek

hukum lainya yang terlanggar unsur pertangungjawaban berdasarkan

keslahan lazimnya tertera pada Pasal 1365 KUH Perdata pasal

tersebut tentang perbuatan melawan hukum dengan 4 unsur pokok

yaitu :

a. Adanya perbuatan

b. Adanya unsur Kesalahan

c. Adanya kerugian yang di derita

d. Adanya hubungan kausalitasn (Sebab-akibat) antara kesalahan

dengan kerugian

Unsur kesalahan dalam teori pertangungjawaban adalah unsur yang

bertentangan dengan hukum, Pengertian tentang hukum bukan hanya

sebatas pada undang-undang tetapi kepatuhan dan kesusilaan dalam

masyarakat.19

Yang kedua prinsip praduga selalu bertangungjawab, prinsip ini

menyatakan bahwa tergugat dianggap selalu bertangungjawab sampai

19 Ahmad Sudiro, Pertangungjawaban Produk dalam jasa penerbangan, (Jakarta:Jurnal
Hukum dan Pembangunan, 2011), h.40
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ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata dianggap pada

prinsip Praduga selalu bertangungjawab adalah kata penting yang

memungkinkan tergugat untuk membebaskan diri dari

pertangungjawaban, yaitu dalam hal seseorang tersebut dapat

membuktikan bahwa ia dapat membuktikan ia telah mengambil semua

tindakan untuk menghindari terjadinya kerugian. Sehingga

pertangungjawaban ini sifatnya tidaklah muntlak sampai seseorang

tersebut dapat membuktikan bahwa ia tidaklah bersalah. Ketika

seseorang tersebut dapat membuktikan ia tidak bersalah maka ia

dibebaskan dari pertangungjawaban.

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat.

Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik, pembuktian terbalik

adalah jenis pembuktian yang membebankan kewajiban untuk

membuktikan pada tergugat, pada sidang umunya beban pembuktian

ada pada si pengugat namun dalam prinsip ini diletakan pada tergugat.

Hal ini relevan jika diterapkan pada konsep pertangungjawaban dalam

kasus kebocoran rahasia bank, dalam konsep ini maka pihak pelaku

usaha dibebankan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah

dan dapat terhindar dari pertangungjawaban.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN Berupa Pendahuluan Yang Didalamnya Berisi

Seputar Uraian Tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, (Yang Di Dalamnya Berisi:

Obyek Dan Subyek, Data Penelitian Atau Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan
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Atau Pengolahan Data, Pendekatan Penelitian, Analisis Penelituan), Karangka

Konseptual, Serta Yang Terakhir Ialah Sistematika Dan Kerangka Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan pustaka Tinjauan umum

Perbankan (Sejarah Perbankan, tugas dan Fungsi Perbankan). Tinjauan umum

Ketenagakerjaan (Sejarah Ketenagakerjaan di Indonesia, Hak dan Kewajiban

Tenaga kerja serta Perjanjian Kerja). Tinjauan Teori yaitu, Teori Pertangunjawab

dan Teori Rahasia Perbankan Absolute serta Relatif

BAB III : METODE PENELITIAN Jenis penelitian, Jenis pendekatan,

sumber bahan hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan

Hukum.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Membahas

tentang Pertangungjawaban mantan tenaga kerja perbankan terhadap rahasia

Bank, Kedudukan Mantan tenaga kerja perbankan terhadap rahasia perbankan

yang diperolehnya semasa bekerja di Bank dan Urgensi mantan tenaga kerja bank

dalam menjaga rahasia perbankan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab terakhir

atau penutup yang di dalamnya, akan diuraikan kesimpulan dari berbagai

masalah-masalah yang telah penulis rumuskan melalui rumusan masalah dalam

penelitian ini. Seluruh data yang diperoleh melalui penelitian yang telah

dilakukan, maka dapatlah kiranya untuk memberikan saransaran yang bertujuan

untuk membangun demi terciptanya kesempurnaan.
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BAB V

PENUTUP

A.KESIMPULAN

1. Hubungan hukum yang terjalin antara Bank dengan nasabah penyimpan

adalah hubungan hukum secara kontraktual atau dengan kata lain

hubungan perjanjian yang menimbulkan sebab akibat berupa hak dan

kewajiban. Hak dan kewajiban meliputi hal-hal yang telah disepakati

sebelumnya seperti Hak perbankan yaitu menerima sejumlah uang untuk

disimpan atau diputarkan kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan

dari perputaran uang tersebut, namun bank juga memiliki beberapa

kewajiban yang terjadi akibat adanya hubungan hukum kontraktual

tersebut beberapa diantaranya yaitu: pengembalian sejumlah uang yang

disetorkan berikut dengan bunga yang telah dijanjikan didalam sebuah

perjanjian, selanjutnya yaitu bank juga diberikan kewajiban untuk menjaga

keseluruhan asset yang disetorkan oleh nasabah, tidak terbatas dengan

sejumlah uang atau asset yang disetorkan tetapi terdapat juga data-data

pribadi nasabah yang disebut rahasia bank. pada sistem common law

pertama kali diintrodusir pada melalui kasus Tournier v. National

Provincial and Union Bank of England, dimana pengadilan mengakui data

dan informasi mengenai nasabah merupakan dokumen yang harus

dirasakan berdasarkan hubungan kontraktual yang mengikat bank serta

nasabah. Hubungan tersebut didasarkan pada prinsip kepercayaan

sehingga ketika terjadi pelanggaran terhadapnya akan mengikis serta

merusak industri perbankan secara makro. Objek yang harus dirahasiakan
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adalah mengenai pasiva bank yakni informasi nasabah penyimpan dan

simpananya, dan jika terjadi pelanggaran terhadap pemenuhi kewajiban

tersebut, terdapat praktek dua macam sanksi, yakni sanksi oleh sistem

hukum publik dan sistem hukum privat.

2. Kewenangan dan Tugas Pegawai bank serta yang teraflisiasi didalamnya

mendapatkan kewajiban yaitu melakukan penjagaan terhadapat data-data

nasabah hal tersebut yang dimaksud dengan Rahasia Perbankan. Rahasia

Perbankan menjadi sebuah kewajiban dikarenakan Bank dengan Pekerja

didalamnya merupakan satu kesatuan yang disatukan oleh Perjanjian

Kerja. Perjanjian kerja kepada hubungan kerja, peraturan perundang-

undangan juga berperan untuk mempengaruhi otoritas kedua belah pihak

dalam perjanjian kerja, dengan demikian, dalam penentuan hubungan kerja

antara pemberi kerja dan pekerja wajib untuk mencantumkan perintah,

pekerjaan, dan upah sebagai hak dan kewajiban pekerja untuk memenuhi

peran strategis perbankan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Sehingga kemudian timbul kewajiban pekerja bank yang salah satunya

ialah menjaga rahasia bank. Adanya perjanjian kerja antara Bank dengan

pekerja menjadikan kewajiban perbankan juga pekerja harus menangung

kewajiban yang ditetapkan didalam hukum perbankan

3. Kewajiban mantan pekerja bank dalam menjaga rahasia perbankan dengan

status bahwa sudah tidak lagi terdapat hubungan kerja antara bank dengan

pegawai, dalam hal ini tidak diatur secara rinci melalui peraturan

perundang-undangan dalam kata lain berarti terdapat kekosongan hukum,

namun kekosongan hukum ini tidak menghilangkan kewajiban perdata
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daripada mantan pegawai bank dikarenakan apabila mantan pekerja bank

tersebut membocorkan rahasia perbankan dapat dikenakan sanksi berupa

Perdata maupun Pidana.

B.SARAN

Saat ini terdapat kekurangan dalam penjagaan rahasia bank pada konteks

berakhirnya hubungan kontraktual antara mantan pegawai bank dengan badan

usaha perbankan. Kondisi demikian tentunya akan menciptakan berbagai

kerugian, Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pengaturan kewajiban penjagaan

rahasia bank oleh mantan pegawai maupun pihak yang berkaitan demi melindungi

kepentingan nasabah, badan usaha perbankan dan kepentingan umum,

sebagaimana ketentuan menjaga kerahasiaan bank oleh mantan pegawai bank

pada negara swiss dan singapura.
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